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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 150 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar

pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan

kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka penetapan Sekolah Tinggi

Transportasi Darat (STTD) pada Kementerian

Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang

menerapkan PPK-BLU perlu ditetapkan Standar

Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Transportasi

Darat (STTD) melalui Peraturan Menteri Perhubungan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Repulik Indonesia Nomor 4722);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor

5025);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5038);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran

Negara Repulik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran

Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun

2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Derpatermen

Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.1

Tahun 2008;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007

tentang persyaratan administratif Penetapan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014

Nomor 615).

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun

2000 tentang Organisasi dan Tenaga Kerja Sekolah

Tinggi Transportasi Darat;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA SEKOLAH TINGGI

TRANSPORTASI DARAT

Pasal 1

Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat

merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh

Sekolah Tinggi Transportasi Darat dalam menyelenggarakan

kegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa Pendidikan

dan Pelatihan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2

Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi dasar

hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur,

jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan,

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi

pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan,

saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan,

jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Sekolah Tinggi Transportasi Darat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan

secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Transportasi

Darat yang telah diterapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 secara penuh, wajib dievaluasi secara

berkelanjutan oleh Kepala Sekolah Tinggi Transportasi

Darat.
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(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada

Sekolah Tinggi Transportasi Darat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri

Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 150 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi Darat sesuai
dengan standar internasional adalah merupakan tugas pokok dari Sekolah
Tinggi Transportasi Darat (STTD) melalui penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan transportasi darat yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tenaga
Kerja Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Guna mewujudkan proses
pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan
lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar
Pelayanan Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat.

Standar Pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam
pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau,
ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas
dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada
pelanggan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan Sekolah Tinggi Transportasi
Darat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat
secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin
dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan di
setiap jenis jenjang dan profesi transportasi darat, yang dilaksanakan
dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya
terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Sekolah Tinggi Transportasi
Darat adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka
perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya dapat
meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan
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pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan
mengutamakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan pendidikan di Sekolah
Tinggi Transportasi Darat mulai dari Proses Penerimaan Calon Taruna,
Proses Pembelajaran, Proses Evaluasi Pendidikan dan Sertifikasi di setiap
jenjang tanpa meninggalkan kualitas pelayanan, ketepatan waktu, efisiensi
biaya dan legalitas pelaksanaanya yang terdiri dari beberapa komponen
yaitu diklat-dikat yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Diklat pembentukan:

1. Prodi DIV Transdar (Transportasi Darat)
2. Prodi DIII LLAJ
3. Prodi DIII Perkretaapian

b. Diklat Penjenjangan

Diklat Studi Diploma IV Transportasi Darat Lanjutan

c. Diklat Keterampilan Khusus

1. Diklat Manajemen Unit Pelaksana Penimbangan KB;
2. Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan;
3. Diklat Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas;
4. Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan;
5. Diklat Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan;
6. Diklat Orientasi Perkeretaapian;
7. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar;
8. Diklat Pengelola Terminal;
9. Diklat Angkutan Barang dan Logistik;
10. Diklat Intelligent Transport System;
11. Diklat Transport Demand Management;

Pelaksanaan standar pelayanan diklat terdiri dari komponen yaitu:

1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya / tarif
6. Produk pelayanan
7. Saranan, parasanadan/ataufasilitas
8. Kopetensi pelaksanaan
9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
11. Jumlah pelaksanaan
12. Jaminan pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
14. Evaluasi kinerja pelasanaan
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BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-
undangan bagi setiap warga atau penduduk atas barang, jasa,
dan/atau setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh Penyelenggara
pelayanan publik;

2. Standar Pelayanan adalah suatu standar dengan batasan-batasan
tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan
diklat dengan memperhatikan pelayanan dasar dengan mengedepankan
kualitas lulusan ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan
pengguna jasa diklat.

3. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keadaan dan status serta memungkinkan dilakukannya
pengukuran perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu terhadap
target pencapaian program.

4. Jenis Pelayanan adalah Pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan
untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam pelaksanaan
diklat pembentukan keahlian transportasi darat, diklat penjenjangan
keahlian transportasi darat, diklat ketrampilan khusus transportasi
darat dan diklat transportasi darat khusus lainnya.

5. Diklat Pembentukan Keahlian Transportasi Darat adalah Diklat
pembentukkan keahlian di bidang transportasi darat yang terdiri dari
Diploma IV Transportasi Darat, Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan,
Diploma III Perkeretaapian, dan Diploma II Pengujian Kendaraan
Bermotor. Sebutan lain Diklat Pembentukan Keahlian di Bidang
Transportasi Darat adalah Diklat Awal.

6. Diklat Penjenjangan Keahlian Transportasi Darat adalah Diklat
peningkatan Kompetensi keahlian di bidang transportasi darat yang
terdiri dari jenjang Diploma IV Transportasi Darat bagi peserta diklat di
Sekolah Tinggi Transportasi.

7. Diklat Keterampilan Khusus Transportasi Darat adalah Diklat
Keterampilan Khusus di bidang Transportasi darat yang merupakan
pelengkap / proficiency keahlian transportasi darat yang
diselenggarakan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat.

8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari kelompok
normatif, kelompok adaptif dan kelompok produktif.
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9. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya
suatu program pendidikan dan pelatihan dalam suatu jenjang
pendidikan dan pelatihan. 1 (satu) semester setara dengan 18 sampai
20 minggu pelajaran atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan
iringannya, termasuk 3 minggu kegiatan penilaian.

10. Periode adalah satuan waktu yang menyatakan lamanya suatu program
diklat. Lama diklat disesuaikan dengan tiap-tiap program diklat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

11. Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan pembelajaran diluar
kampus (Dinas Perhubungan Propinsi/Kota/Kabupaten seluruh
Indonesia) dalam waktu 3 (tiga) bulan di tahun akhir masa pendidikan
bagi taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat guna mempraktekkan
teori - teori yang dipelajari sebelumnya di dalam kelas.

12. Tahun Diklat adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri
dari 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.

13. Jam Pelajaran (JP) adalah satuan jam belajar mengajar.

14. Komponen SPM adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SPM.

15. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak
dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran,
hasil dan/ atau manfaat pelayanan.

16. Ketercapaian Minimum adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk
setiap indikator SPM.

17. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan
untuk mencapai SPM.

18. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, instruktur, pengajar, fasilitator dan sebutan lain yang
sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

20. Peserta diklat adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

21. Evaluasi diklat adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan
dan pelatihan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan.
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B. PRINSIP

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan
dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Sederhana.
Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah
dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya
terjangkau bagima syarakat maupun Penyelenggara;

2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur,
persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau;

3. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan
keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;

4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada
pihak yang berkepentingan;

5. Berkesinambungan. Standar Pelayanan harus dapat berlaku sesuai
perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas
pelayanan;

6. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses
dan diketahui oleh seluruh masyarakat;

7. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status
ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan
mental.

C. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-
unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam system dan
proses pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus
mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi :

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan;

2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan
teknis maupun administratif;

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara dan pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan;
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4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan;

5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan masyarakat;

6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima
sesuai dengan ketentuanyan ditetapkan;

7. Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas
yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk
peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan;

8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
pengalaman;

9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian internal dan
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana;

10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut;

11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan
beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas
yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya;

12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;

13. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,
risik dan keragu-raguan;

14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar
Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk
setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut.
Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau
penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah
atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan.
Selainitu, sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-Undangan
maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan
Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar
Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP), Standar Teknis Sektoral, Standard
Operating Procedures (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.
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BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan diklat saat ini atau
yang sedang berjalan adalah STTD memberikan pelayanan berupa jasa
pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat maupun aparatur Perhubungan
Darat untuk meningkatkan kualitas SDM perhubungan darat di seluruh
Indonesia, maupun untuk menciptakan kader di bidang perhubungan yang
kompeten. Untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diberikan oleh STTD,
maka terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut telah
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan
baik melalui kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) yang
dislenggarakan setiap tahunnya, maupun dalam Keputusan Kepala Badan
tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perhubungan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam
penyusunan rancangan standar pelayanan. Hal–hal yang diidentifikasi dalam
proses penyusunan standar pelayanan, antara lain :

a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d. Sarana prasarana dan anggaran;
e. Jumlah dan kompetensi SDM;
f. Pengawasan internal;
g. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan;
h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan pelayanan;
i. Aspek - aspek lain yang terkait dengan kompoen standar pelayanan.

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah
pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu lembar
kerja, sebagai berikut :
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B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT
DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker
pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan pada
unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis
pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang
bersangkutan.
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D. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA
DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya,
dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan
dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan,
biaya dan waktu pelayanan yang telah dilakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan
urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal
melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan
sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa
saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap
tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-
masing pelaksanaaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses
penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa
menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat
realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan
pada tabel 3 berikut :
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E. IDENTIFIKASI SARANA, PRASARANA DAN ANGGARAN

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan
prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan
unit/satker/instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam
tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan beberapa
jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas
penyelenggaraan pelayanan.

Beberapa jumlah anggaran belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan pada semua produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu
dan tahun yang bersangkutan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai
kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran,
selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel
4 berikut :
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F. IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk
mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sekurang-kurangnya
mendata jumlah pelaksanaan dan jenjang pendidikan dosen.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai
kondisi kapasitas SDM, selanjutnhya hasilnya dituangkan dalam alat
bantu pencatatan pada tabel 5 sebagai berikut :
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G. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakansalah satu komponen Standar
Pelayanan dalam penyelenggaraan Pelayanan. Oleh karena itu perlu
diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi
pengawasan pada unit/satker.

Apakah pada unit/satker Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah
berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi
(struktur/fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu
pencatatan pada tabel 6 sebagai berikut :

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-41-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -42-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-43-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -44-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-45-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -46-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-47-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -48-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-49-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -50-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-51-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -52-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-53-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -54-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-55-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -56-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-57-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -58-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-59-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -60-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-61-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -62-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-63-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -64-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-65-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -66-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-67-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -68-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-69-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -70-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-71-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -72-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-73-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -74-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-75-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -76-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-77-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -78-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-79-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -80-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-81-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -82-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-83-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -84-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-85-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -86-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-87-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -88-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-89-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -90-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-91-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -92-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-93-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -94-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-95-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -96-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-97-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -98-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-99-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -
100-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-
101-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -
102-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-
103-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543 -
104-

www.peraturan.go.id



2015, No.1543
-
105-

PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan diklat pembentukan dan teknis Sekolah
Tinggi Transportasi Darat merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah
dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). SP merupakan
patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar
teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam pencapaian
mutu lulusan yang senantiasa dikembangkan (update) disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan.

SP sebagai hak konstitusional sehingga menjadi prioritas dalam perencanaan
dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan
pengembangan pelayanan kepada peserta didik selalu meningkatkan standar
pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pendidikan dan pelatihan.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapat
menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal yang
belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan
keperluan dan ketentuan yang berlaku.
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